
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA KINERJA TAHUNAN  

PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, 

akuntabel dan berorientasi pada hasil, bersama ini kami sampaikan Rencana Kinerja 

Tahunan Pengadilan Negeri Pandeglang, yang merupakan ikhtisar Rencana Kinerja yang 

akan dicapai pada tahun 2026 sebagaimana daftar terlampir. 

 

Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan 

organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir 

tahun 2026.   

 
    

           Pandeglang, 2 Januari 2025 
 

                
 
 
 
 
            
                                                                                           
 
 
 
 

              
                                 

  
 
 

 

 

 



 

 

 

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2026 

PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG 

                                                                                                 
                   
 

              Pandeglang, 2 Januari 2025 
 

                
 
 
 
 
            
                                                                                           
        

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA  TARGET 

1. Terwujudnya Proses Peradilan 

yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel 

a. Persentase perkara yang diselesaikan 

tepat waktu 

- Perdata 

- Pidana 

 

 

         87 % 

             96 % 

b. Persentase Putusan Perkara yang 

Tidak Mengajukan Upaya Hukum : 

- Banding 

- Kasasi  

 

 
 

 89 % 
 89 % 

 

c. Index Responden pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan peradilan 

76 % 

2. Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima 

Oleh para pihak Tepat Waktu 

 

95 % 

b. Persentase Perkara yang diselesaikan 
melalui Mediasi 
 

14 % 

3. Meningkatnya akses peradilan 

bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

a. Persentase pencari keadilan golongan 
tertentu yang mendapat layanan 
bantuan hukum (Posbakum) 

       100 %  

4. Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara perdata 
yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 
 

90 % 


